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Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pasal 2 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 juga diatur bahwa Pencatatan perkawinan dari
mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk.
Selanjutnya Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada intinya menentukan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi
masyarakat Islam setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang
dilakukan tanpa sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun dalam praktek perkawinan di
bawah tangan hingga kini masih terjadi termasuk dalam hal ini di wilayah Kabupaten Aceh Besar
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah tangan di Kabupaten Aceh Besar,
akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan anak apabila terjadi perceraian sertausaha yang dapat ditempuh oleh
pihak isteri dan anak untuk memperoleh haknya apabila terjadi perceraian.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis,
sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.
Hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perkawinan dibawah tangan adalah tidak terpenuhinya syarat
berpoligami, adanya halangan untuk berpoligami, masyarakat kurang mengerti pentingnya pencatatan perkawinan, dan faktor
agama yang menjadi dalil pembenaran serta faktor anggapan dalam masyarakat bahwa perempuan tidak menikah tidak dihargai.
Akibat hukum perkawinan di bawah tangan terhadap istri dan anak apabila terjadi perceraian adalah Perkawinan dianggap sebagai
perkawinan yang tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga
ibu serta anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan. Usaha yang dapat ditempuh oleh pihak isteri dan anak untuk
memperoleh haknya apabila terjadi perceraian adalah dengan lebih dahulu melakukan usaha untuk mengesahkan perkawinan yang
dilakukan sebelumnya, bagi pihak beragama Islam dilakukan dengan pengajuan itsbat nikah dan melakukan perkawinan ulang. Dan
pihak non Islam dapat melakukan perkawinan ulang dan pencatatan perkawinan serta pengakuan anak.
Disarankan perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk dalam hal pencatatan perkawinan. Kepada pihak
suami disarankan agar melaksanakan ketentuan dalam proses pernikahan termasuk memberikan perlindungan dan nafkah terhadap
hak isteri dan anak. Kepada pihak Departemen Agama dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) agar dapat lebih proaktif dalam
mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dalam memperjelas status hubungan suami isteri, hak dan kewajiban
serta perlindungan terhadap anak dalam perkawinan.
